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Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai ahli waris dari 
korban tindak pidana pembunuhan, yaitu orang tua Pemohon yang bernama Taslim alias 
Cikok. Alm. Taslim meninggal dunia dengan cara dibunuh dan atas tindakan pembunuhan 
tersebut dicatat dalam Laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002, bertanggal 14 April 2002 yang 
selanjutnya telah menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka,  dimana 2 (dua) orang diantaranya 
telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan 5 (lima) 
orang tersangka lainnya masuk kedalam daftar pencarian orang. Namun demikian, proses 
hukum terhadap 5 (lima) tersangka lainnya telah dihentikan dengan alasan demi hukum. Oleh 
karena itu, menurut Pemohon, dirinya mengalami kerugian secara aktual menurut penalaran 
yang wajar dirugikan dengan tidak dilanjutkannya penyidikan terhadap tersangka tindak 
pidana pembunuhan terhadap Alm. Taslim karena ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP 
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Terkait kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 
menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan 
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 78 ayat (1) angka 
4 KUHP. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan 
aktual terjadi. Disamping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon 
tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena apabila permohonan a quo dikabulkan, 
anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi dan tidak lagi 
terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma 
yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 
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Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP sebagaimana 
didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

 Bahwa pada prinsipnya daluwarsa (kedaluwarsa) masa penuntutan merupakan salah 
satu perwujudan dari prinsip due process of law dalam rangka memberikan pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik dari sebuah 
negara hukum yang konstitusional. Selain itu, kehadiran ketentuan Pasal a quo, 
merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, in casu 
KUHP yang bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak 
pidana dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma a quo 
dapat menjadi tanpa batas; 

 Bahwa terlepas tersangka atau terdakwa yang telah disangkakan atau didakwakan telah 
melakukan tindak pidana dan sepanjang belum terbukti kesalahannya, penting bagi 
negara tetap mengutamakan adanya jaminan  perlindungan hukum  terhadap hak 
asasinya (presumption of innocence). Demikian halnya, korban tindak pidana 
sesungguhnya bukan hanya korban langsung semata, akan tetapi juga masyarakat luas, 
karena masyarakat mengalami gangguan ketentraman dan keamanan dalam menikmati 
kehidupannya di tengah masyarakat. Hal demikian, sebenarnya sebagai wujud 
implementasi riil dan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga 
negaranya tanpa terkecuali, yaitu tersangka/terdakwa, korban tindak pidana dan 
masyarakat sebagai representasi dari kepentingan umum; 

 Bahwa masa daluwarsa penuntutan tindak pidana secara universal memiliki peran yang 
sangat strategis dalam mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum, bukan 
hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi korban dan/atau keluarga korban 
serta masyarakat pada umumnya. Penegasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan 
negara dalam melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana dimaksud hanya dapat 
dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi dengan jangka waktu yang tanpa 
batas. Sesungguhnya, masa daluwarsa merupakan masa penantian  bagi 
tersangka/terdakwa untuk dilakukan proses penuntutan dan merupakan masa menjalani 
‘hukuman’ tersendiri, baik secara moral (stigma) dan kadang secara fisik juga, sebab tidak 
sedikit tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian telah dilakukan upaya paksa (pro 
justitia) oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perampasan kemerdekaan badan 
maupun harta benda, misalnya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan dan tindakan pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri; 

 Bahwa selanjutnya berkenaan dengan peniadaan jangka waktu daluwarsa penuntutan 
pidana sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo, di mana masa daluwarsa 
berlaku “seumur hidup” pelaku tindak pidana bagi pelaku pidana yang diancam pidana 
mati atau seumur hidup. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat berakibat negara, in casu 
aparat penegak hukum akan menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang 
valid, baik di dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum yang harus digali dari keterangan 
saksi-saksi dan tersangka/terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 

 Bahwa secara konkret tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan 
karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama 
dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak 
pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan 
dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada 
saksi yang sudah meninggal dunia. Demikian halnya dengan keterangan 
tersangka/terdakwa yang juga berpotensi tidak ingat lagi dengan pasti akan perbuatan 
pidana yang dilakukan. Dengan demikian, oleh karena persesuaian alat bukti, baik 
keterangan saksi, tersangka/terdakwa dan keberadaan barang bukti yang menjadi bagian 
dari alat bukti merupakan syarat yang fundamental dan sebagai kunci keberhasilan hakim 
yang mengadili perkara pidana untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam proses 
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pembuktian di persidangan guna memperoleh kepastian hukum dalam menjatuhkan 
putusan yang adil. Dengan demikian, pembuktian suatu perkara pidana yang didasarkan 
pada alat-alat bukti yang diragukan validitasnya, hal tersebut justru akan menghasilkan 
fakta-fakta hukum yang tidak sesuai lagi dengan peristiwa pidana yang sebenarnya, 
sehingga hal tersebut akan menghasilkan putusan hakim yang tidak objektif dan tidak 
mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan; 

 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, masa daluwarsa yang ada saat 
ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah konstitusional. Namun 
demikian, apabila berkenaan dengan masa tenggang waktu daluwarsa tersebut akan 
dilakukan perubahan tentang lama tenggang waktunya, maka takaran rasa keadilan 
menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yang merupakan representasi dari 
politik hukum negara dalam merepresentasikan kehendak rakyat yang menjadi bagian 
dari criminal policy. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan jangka waktu daluwarsa 
dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa 
keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang 
dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun 
demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat 
hak konstitusional yang merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga 
korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas 
kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu 
daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan 
hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana; 

 Bahwa penerapan ketentuan norma Pasal 78 KUHP tidak berarti menghilangkan hak 
korban dan/atau keluarga korban untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pelaku 
tindak pidana yang terhindarkan dari tuntutan pidana karena diuntungkan dengan 
berlakunya ketentuan norma Pasal 78 KUHP. Bentuk pertanggungan jawab dimaksud 
sesungguhnya bisa ditempuh oleh korban tindak pidana dengan tuntutan ganti rugi 
dengan penggabungan bersama-sama dengan tuntutan. Namun, oleh karena terhadap 
perkara pidana yang bersangkutan telah dinyatakan tidak dapat dilakukan penuntutan 
pidana karena telah daluwarsa, dan oleh karenanya hak untuk menggabungkan tuntutan 
ganti rugi telah tertutup, maka bagi korban pelaku tindak pidana sebenarnya masih dapat 
menempuh cara dengan mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun, oleh karena 
tuntutan secara keperdataan demikian diperlukan biaya yang tidak murah/ringan, maka 
melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan dalam rangka memberikan perlindungan, 
jaminan, dan kepastian hukum yang adil terkait pertanggungjawaban ini, pada waktu yang 
akan datang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur 
kewajiban negara dalam memberikan pertanggungjawabannya tersebut berupa 
kompensasi yang sesuai terhadap korban dan/atau keluarga korban. Sehingga, dengan 
demikian negara dapat menciptakan kesetimpalan dan keadilan yang berujung pada 
terciptanya rasa aman, dan damai serta menumbuhkan rasa percaya terhadap kinerja 
negara dalam upaya penegakan hukum pidana; 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya 
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

 

 


